





































Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Penggangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Penggangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berkaitan dengan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer atau yang sejenisnya, dihubungkan dengan syarat pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil  berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bahwa “Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Jadi tertutup peluang bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS secara otomatis, dan Tenaga Honorer tersebut dipersamakan dengan pelamar umum, karena harus mengikuti serangkaian kegiatan pengadaan yang terdiri dari pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Pada tesis ini yang menjadi identifikasi masalahnya adalah:Bagaimanakah perlindungan hukum Tenaga Honorer pasca pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara?; dan Permasalahan hukum apa yang terjadi Pasca Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta bagaimana upaya perlindungan hukum dalam rangka pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yakni suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitik beratkan pada data sekunder, dan mencoba untuk menginventarisasi serta mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diteliti;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum tenaga honorer selaku warga Negara khususnya tenaga honorer yang sudah berusia lanjut dan mengabdi cukup lama untuk memperoleh kesempatan yang sama mendapatkan haknya sebagai warga Negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum tenaga honorer selaku warga Negara khususnya tenaga honorer yang sudah berusia lanjut dan mengabdi cukup lama untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Perubahan manajemen Aparatur Sipil Negara telah berakibat hukum terhadap status tenaga honorer yang telah bekerja dan mengabdi dilingkungan pemerintahan baik pusat maupun daerah, Upaya perlindungan hukum dalam rangka pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil antara lain Pemerintah dan DPR harus meninjau ulang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, karena tidak memuat ketentuan peralihan berkaitan dengan status tenaga honorer sehingga perlindungan hukum, status dan kedudukan tenaga honorer menjadi jelas, atau setidaknya membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi tenaga honorer. Saran yang dapat penulis kemukakan diantaranya adalah:Guna memberikan perlindungan hukum bagi tenaga honorer yang sudah mengabdi sekian lama, Pemerintah dan DPR harus meninjau ulang undang-undang Aparatur Sipil Negara atau setidaknya untuk sementara waktu Pemerintah menerbitkan Perpu agar status tenaga honorer menjadi jelas.









As regulated in Article 8 of Government Regulation No. 48/2005 concerning Appointment of Honorary Workers to Become Prospective Civil Servants as amended several times, the latest by Government Regulation No. 56/2012 concerning Second Amendment to Government Regulation No. 48/2005 concerning Appointment of Honorary Workers to Be Prospective Employees Civil Affairs relating to the Prohibition of Appointment of Honorary Workers or the like, linked to the requirements for the procurement of Prospective Civil Servants based on Article 58 paragraph (3) of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, it is stated that "Procurement of Civil Servants as referred to in paragraph (1 ) is done through the stages of planning, announcement of vacancies, applying, selection, announcement of selection results, probation period, and appointment to become a civil servant. So it is closed the opportunity for honorary staff to be automatically appointed as civil servants, and the Honorary Staff is equal to general applicants, because they have to take part in a series of procurement activities consisting of applying, selection, announcement of selection results, probation period, and appointment to become civil servants. In this thesis the identification of the problem is: How is the legal protection of Honorary Workers after the appointment of Prospective Civil Servants (CPNS) in terms of the Perspective of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus ?; and what legal problems occur after the appointment of prospective civil servants (CPNS) based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatuses, as well as how to legal protection efforts in the context of appointing Honorary Workers to be Civil Servant Candidates
The method used is a normative juridical approach that is an approach that saw the problems studied by focusing on secondary data, and trying to inventory and review the principles and legal norms contained in various legislation, jurisprudence and the common law prevailing in society. Meanwhile specifications used in this study is a descriptive analysis, which describes the various laws and regulations associated with the applicable legal theories and practice of positive law related to the problems studied.
Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus does not provide protection and legal certainty of honorary workers as citizens, especially those who are elderly and have served long enough to get the same opportunity to get their rights as citizens to get equal opportunities in government. as Article 28D paragraph (3) of the 1945 Constitution. Furthermore, Law Number 5 Year 2014 concerning State Civil Apparatus which does not provide protection and legal certainty of honorary workers as citizens, especially those who are elderly and have served long enough to become Candidates for Civil Servants Civil, Changes in the management of the State Civil Apparatus have legal consequences on the status of honorary workers who have worked and served in the government environment both nationally and regionally. Legal safeguards in the framework of appointing Honorary Staff to become Prospective Civil Servants include the Government and Parliament reviewing Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, because it does not contain transitional provisions relating to the status of honorary workers so that legal protection, status and position of honorary workers becomes clear, or at least make a Government Regulation in lieu of the Law in order to provide legal protection for honorary staff. Suggestions that can be put forward include: To provide legal protection for honorary workers who have served for a long time, the Government and Parliament must review the State Civil Apparatus law or at least temporarily the Government issues the Perpu so that honorary staff status becomes clear.
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